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Menimbang a.

Mengingat I.

BUPATI BARITO BELATAK,

bahwa dalam mewujudkan kebijakan satu peta yang

mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar,

satu basis data, dan satu geoportal sehingga dapat

menjadi acvian yang akurat dan akuntabel dalam

pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan

maka dipandang perlu untuk membuat langkah-langkah

strategi dalam penerapannya;

b. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pe nerapan

kebijakan satu peta sebagaimana dimaksud dalam

huruf a,d irasa perlu membuat aplikasi strategi

penataan database dan informasi perencanaan

pembangunan melalui penyelenggaraan aplikasi sistem

informasi berbasis data geografis spasial dalam geoportal

daerah;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Sistem Informasi Berbasis Data Geografis

Spasial Dalam Geoportal Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Iridonesia Tahun

1953 Nomor 9,sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Jndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor 5214J;

4. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia NomorS 149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6657);

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 201ö tentang

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat

Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9

Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan

Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50;000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

92J;
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10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor5

tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia

tahun 2015 Nomor 2091;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2063)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi

Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengagh;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 2J;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7

Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020

Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan Nomor 7);

Menetapkan: PR'•RATURAK arPATI TENTAflo sIsvEm ixFORMAfiI

B£',RBASIs DATA oEOGRAPIS sPAsiAL DALAn oEOPORTAL
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KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaLsud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan um san pemerintahan

yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito

Selatan.

5. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Perencanaan Penelitian dan Pembangunan

Kabupaten Barito Selatan.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Barito Selatan.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Barito Selatan.

8. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintah bidang Perencanaan Penelitian dan Pembangunan

Kabupaten Barito Selatan.

9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang

ada.

10.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber

daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

1 1. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukan posisi atau lokasi

objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau atas permukaan

bumi yang dinyatakan dalam system koordinat tertentu.

12. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi

geografis, dimensi, atau ukuran, data atau karakteristik objek alam,

dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas

permukaan bumi.

13.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang

sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam

perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan

kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

14.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG

yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur

dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam

waktu yang relatif lama.
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15.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG

yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu

pada IGD.

16.Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat

Infrastruktur IG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk

memperlancar penyelenggaraan IG.

17.Insentif adalah pemberian dari pemerintah untuk memajukan

pembangunan, pengembangan, dan/atau penggunaan Perangkat Lunak

pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.

18.Perangkat Lunak yang selanjutnya disebut so nre adalah kode

pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau

aplikasi pada sebuah perangkat keras.

19. Perangkat Keras yang selanjutnya dsingkat Hardmare adalah semua

bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada

didalamnya atau yang beroperasi di dalamnya dan dibedakan

dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi

untuk perangkat keras dalam menyeleeaikan tugasnya.

20. Duplikat Informasi Geospesial adalah salinan yang sanna baik berupa

Format cetak atau digital.

21. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan

manusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang

digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

22. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau Badan

Usaha.

23.Pembangun adalah Setiap Orang yang membuat suatu Perangkat Lunak

pengolah DG dan IG.

24.Pengembang adalah Orang yang mengembangkan suatu Perangkat

Lunak Aplikasi !SIGeRa yang bersifat bebas dan terbuka.

25. Pengguna adalah Setiap Orang yang menggunakan Aplikasi !SIGeRa yang

bersifat bebas dan terbuka.

26. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik,

ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau

situasi tertentu.

27. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih

berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan

keputusan.

28.Sistem Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat lSIGeRa

adalah Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Data Geografis Spasial Dalam

Geoportal Daerah yang dikembarigkan oleh Badan dalam rangka

mewujudkan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Indonesia.

Pasnl2

(1) Peraturan Bupati inidimaksudkan untuk:

a. mengatur pengelolaan aplikasi SIGeRa untuk seluruh pemangku

kepentingan diKabupaten Barito Selatan; dan



b. Mengatur Kebijakan Satu Peta Indonesia yang mengacu pada satu

refrensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal

sehingga menjadi acuan akurat dan akuntabel dalam berbagai

kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial.

(2) Peraturan Bupati inibertujuan untuk:

a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi !SICIeRa

bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku keperitingan

daerah;

b. memanajemen satu basis data yang tersaji secara visual;

c. meminimalisir perbedaan data yang disajikan dalam rangka

penyusunan pelaporan baik ditingkat daerah, provinsi dan pusat; dan

d. dengan menggunakan aplikasi S/Gefio akan menjadi bahan reperensi

pimpinan dalam pengambilan kebijakan baik untuk kepentingan

publik maupun dalam kepentingan pemerintahan didaerah.

Peraturan Bupati iniberkedudukan sebagai:

a. Sistem pengelola untuk menganalisis data spesial yang dilakukan secara

terintegrasi dalam suatu peta geografis;

b. Data dukung untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data

dalam rangka pengambilan keputusan {decision stipport oyotem);

c. Sistem pengelolaan satu data dan satu peta perencanaan daerah yang

terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan

lainnya; dan

d. Sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap.

PEHGBEOLAAH APLIKASI flIGeRa

Bagfan Konatu

Penanggungjawab pengelolaan Aplikasi SICieRa, yaitu:

a. Kepala Badan sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi l3ICIeRa;

b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan

sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan sistem SIGeRa,

C. Jabatan Fungsional Perencana pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang pada Badan selaku Administrator pusat aplikasi !SIGeRa

sebagai Penanggungjawab teknis aplikasi GIGeRa;

d. Jabatan Fungsional Perencana pada Sub Bidang Perumahan,

Permukiman Pertanahan pada Badan selaku Administrator Pu sat aplikasi

ISI ieRa sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi HIGeRa; dan

e. Jabatan Fungsional Perencana pada Sub Bidang Komunikasi, Informasi

Statistik dan Perhubungan pada Badan selaku Administrator Pu sat

aplikasi !SIGeRa sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi !SIGeRa.



PasaJ5

Administrator Pusat aplikasi SIGeRa sebagaimana dimaksud dalam Pasal4

hurufc,hurufd,dan hurufe bertanggung|awab terhadap:

a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi SJGefin;

b. senantiasa melakukan inovasi-inovasi yang terus menerus untuk

pengembangan aplikasi !SIGeRa;

c. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari pengguna

dan dari Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan aplikasi !SIGeRa;

d. menjamin keamanan aplikasi;

e. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna

aplikasi lSIGeRa, dan

f. Berkomitmen dan bersedia untuk melakukaıl ıtpdoting data berdasarkan

periode tertentu yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan Kebijakan Satu

Peta sehingga dapat memberikan informasi spasial yang akurat dan

terkini.

Administrator pusat aplikasi EIGeRa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi SlClefin yang terdiri dari:

a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang

(3)

sistem informasi dan teknologi.

b. Tim Pendamping, beranggotakan pelaksana pada Badan, terdiri dari:

1. Super Admin;

2. Admin Bidang; dan

3. Admin Tim Pokja.

Paaal7

(1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi lSIGeRa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal O bertugas melaksanakan pengawalan dan

pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi !SICieRa.

(2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi !SIGeRa, ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Tim Teknis dan Pendamping aplikasi lSICieRa, dapat diberikan honorarium

dan/atau tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Baglan Kedua

Pengguna Aplikasi fiZGeRn

Paragraf1

Uniuni

Panal8

(1) Pengguna aplikasi !SIcieRa terdiri dari:

a. Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan
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Kelurahaan;

b. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi SlICIeRa; dan

c. Masyarakat Umum.

(2) Penggguna aplikasi !SIt:seRa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dengan

pembagian sebagai berikut:

a. Pengguna Internal, terdiri dari:

1. Badan;

2. Tim Teknis dan Tim Pendamping; dan

3. Perangkat Daerah dan termasuk Unit Pelaksana Teknis yang

bertugas sebagai pelaksana updnte data dalam aplikasi.

b. Pengguna Eksternal, terdiri dari:

1. Semua Perangkat Daerah dan Instansi Lainnya yang

berkepentingan dengan aplikasi SIGeRa; dan

2. Masyarakat Umum.

(1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

huruf a mendapatkari password dari administasi pusat aplikasi SIGeRa

dan dapat hak akses melakukan input IGD dan IGT.

(2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasat 8 ayat (2)

huruf b dapat mengakses aplikasi !SIGeRa secara real time tanpa

menggunakan password dan hanya dapat hak akses untuk membaca

danmengunduh.

(3) Pengguna eksternal karena adanya pertimbangan teknis dan

pertimbangan khusus dapat diberikan pasoword dari administasi

pusat aplikasi !SIGeRa dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati

melalui Kepala Badan.

Paaal 10

(1) Hanya pengguna internal yang dapat akses melakukan perubahan dan

update IGD dan IGT.

(2) Pengguna internal apabila sudah pindah tugas dan atau tidak bertugas

sebagai pengguna internal lagt, maka Administrator Pusat Aplikasi

SIGeRa segera melakukan pemblokiran passwordyang bersangkutan.

(3) Perubahan dan update IGD dan IGT sebagaimana tersebut pada ayat( 1}

pasal ini, hanya dapat dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan

Administrator Pusat Aplikasi EICieRa dengan dibuatkan berita acara

perubahan IGD dan IGT.

(4) Administrator pusat SIGeRa dapat memberhentikan dan memblokir

pengguna internal dan eksternal Aplikasi !SIGeRa dalam hal pengguna

melanggar ketentuan dan menganggu keamanan aplikasi !SIGeRa.
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Baglan Ketiga

Pengelolaan Aplikasi SfGeRn

Paragraf1

Perangkat Daerah

Pasal 11

( 1) Pengelolaan internal aplikasi !SIGeRa pada Perangkat Daerah

dilaksanakan dengan ketentuan

a. Sekretaris Daerah / Sekretaris DPRD / Kepala Badari / Dinas /

Direktur RSUD adalah sebagai Penanggung jawab Admin Perangkat

Daerah;

b. Sekretaris/ Kepala Bagian/ Kepala Bidang pada Sekretariat/ Badan

/ Dinas/ RSUD yang membawahi/menangani perencanaan Perangkat

Daerah adalah sebagai Pengarah Admin Perangkat Daerah;

c. Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk membuat perencanaan

Perangkat Daerah selaku Administrator Perangkat Daerah;

d Tanggungjawab Administrator Perangkat Daerah, yaitu

1. Melakukan konsultasi data yang akan diinput kepada

penanggung|awab dan Pengarah;

2. Mengkunsultasikan IGD dan IGT yang akan diinput ke pada

Administrator pusat SIGeRa;

3. Mengelola aplikasi SIGeRa lingkup Perangkat Daerah; dan

4. Mengkoordinasikan usulan perubahan/perbaikan dan update IGD

dan IGT ke pada Administrator pusat !SIGeRa.

e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada

huruf d, Administrator Perangkat Daerah dibantu oleh operator

aplikasi S/Gefin, yang bertugas:

1. Melakukan input/update/delete atas IGD dan IGT ke dalam aplikasi

!SIGeRa;

2. Melakukan input/update/defete atas perubahan/perbaikan IGD

dan IGT ke dalam aplikasi SIGeRa; dan

3. Memantau perkembangan IGD dan IGT pada aplikasi !SIGeRa

dengan pertimbangan kondisi terkini.

(2) Operator aplikasi !SIGeRa pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala

Perangkat Daerah melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dan

disampaikan kepada Kepala Badan.

Keeamatan

Pasal 12

(1) Pengelolaan aplikasi !SIGeRa pada Kecamatan dilaksanakan

dengan ketentuan

a. Camat adalah sebagai Penanggung jawab Admin Kecamatan;

b. Sekretaris Camat yang membawahi/ menangani perencanaan adalah

sebagai Pengarah Admin Perangkat Daerah Kecamatan;



c. Kepala sub bagian yang ditunjuk untuk membuat perencanaan

selaku Administrator Kecamatan;

d. Tanggungjawab Administrator Kecamatan, yaitu

1. Melakukan konsultasi data yang akan diinput kepada

penanggungjawab dan Pengarah;

2. Mengkonsultasikan IGD dan IGT yang akan diinput ke pada

Administrator pusat !SIGeRa;

3. Mengelola aplikasi !SIGeRa lingkup Perangkat Daerah; dan

4. Mengkoordinasikan usulan perubahan/perbaikan dan update IGD

dan IGT ke pada Administrator pusat SIGeRa.

e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada

huruf d,Administrator Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi

!SIGeRa, yang bertugas:

1. Melakukan input/izpdnte/delete atas IGD dan IGT ke dalam aplikasi

!SIGeRa,

2. Melakukan input/update/delete atas perubahan/ perbaikan IGD

dan IGT ke dalam aplikasi SJGefia; dan

3. Memantau perkembangan IGD dan IGT pada aplikasi lSIGeRa

dengan pertimbangan kondisi terkini.

(2) Operator aplikasi !SICteRa pada Kecamatan ditunjuk melalui Surat

Perintah Camat dan disampaikan kepada Kepala Badan.

Paragraf3

Kelurahan

Paaal 13

(1) Pengelolaan Aplikasi !SIGeRa pada Kelurahan dilaksanakan dengan

ketentuan

a. Lurah adalah sebagai Penanggungjawab Admin Kelurahan;

b. Sekretaris Lurah yang membawahi/menangani perencanaan adalah

sebagai Administrator Kelurahan;

c. Tanggungjawab Administrator Kelurahan, yaitu

1. Melakukan konsultasi data yang akan diinput kepada

penanggungjawab dan Pengarah;

2. Mengkunsultasikan IGD dan IGT yang akan diinput ke pada

Administrator pusat !SIGeRa,

3. Mengelola aplikasi SIGeRa lingkup Perangkat Daerah; dan

4. Mengkoordinasikan usulan perubahan/ perbaikan dan update IGD

dan IGT ke pada Administrator pu sat SIGeRa.

d. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada

huruf c, Administrator Kelurahan dapat dibantu oleh operator

aplikasi !SIGeRa, yang bertugas:

1. Melakukan inpiit/iipdnteZdelete atas IGD dan IGT ke dalam aplikasi

!SIGeRa;

2. Melakukan input/update/delete atas perubahan/perbaikan IGD

dan IGT ke dalam aplikasi S/Gefin; dan
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3. Memantau perkembangan IGD dan IGT pada aplikasi SIGeRa

dengan pertimbangan kondisi terkini.

(2) Operator aplikasi !SIGeRa pada Kelurahan berdasarkan usulan Lurah

ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah Camat dan disampaikan

kepada Kepala Badan.

Parag«r4

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 14

(1) Pengelolaan aplikasi lSIGeRa pada Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan

dengan ketentuan:

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai Penanggung jawab

Admin Unit Pelaksana Teknis;

b. Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi/ menangani perencanaan

Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai Administrator Unit Pelaksana

Teknis;

c. Tanggungjawab Administrator Unit Pelaksana Teknis, yaitu

1. Melakukan konsultasi data yang akan diinput kepada

penanggungjawab dan Pengarah;

2. Mengkunsultasikan IGD dan IGT yang akan diinput ke pada

Administrator pusat SIGeRa;

3. Mengelola aplikasi SIGeRa lingkup Perangkat Daerah; dan

4. Mengkoordinasikan usulan perubahan/perbaikan dan update IGD

dan IGT ke pada Administrator pusat !SIGeRa.

d. Dalam melaksanakan tanggungJawab sebagaimana dimaksud pada

huruf c, Administrator Unit Pelaksana Teknis dapat dibantu oleh

operator aplikasi !SIGeRa, yang bertugas:

1. Melakukan input/update/delete atas IGD dan IGT ke dalam aplikasi

!SIGeRa’,

2. Melakukan input/updnte/delete atas perubahan/perbaikan IGD

dan IGT ke dalam aplikasi SIGeRa; dan

3. Memantau perkembangan IGD dan IGT pada aplikasi !SIGeRa

dengan pertimbangan kondisi terkini.

(2) Operator aplikasi !SIGeRa pada Unit Pelaksana Teknis ditunjuk oleh

Kepala Perangkat Daerah berdasarkan usulan Kepala Unit Pelaksana

Teknis melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan

kepada Kepala Badan.

Paaul 15

(1) Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12

ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2), disampaikan kepada

Kepala Badan pada awal proses penyusunan dan pembuatan IGD dan

IGT pada Aplikasi S/GeHn.
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(2} Tim Pengelola aplikasi !SIGeRa pada Perangkat Daerah, Kecamatan,

Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis bekerja mengikuti ketentuan dan

mekanisme pada aplikasi lSIGeRa.

TAHAPAN DA2f MEKAHISME PEMBUATAH APLIKASI SfCre

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan proaea veriflkaai data

Paragraf1

Tahapan

Pasal lfi

Tahapan dan proses pembuatan Aplikasi S!IGeRa terdiri dari:

a. Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi !SICIeRa bersama-sama dengan

Tim Kebijakan Satu Peta Kabupaten merumuskan peta tematik beserta

data atribut/informasi ikutannya yang akan terintegrasi ke aplikasi

!SICıeRa;

b. Tim Teknis mendesain model aplikasi S/Gefin, dimana terdiri dari 2

halaman yaitu Halaman Utama dan Halaman Inti;

c. Aplikasi SlIGeRa yang sudah dibangun, sebelum dapat diakses oleh publik

terlebih dahulu diinput data yang antara lain terdiri dari S!impefile, data

tabel, data gambar dan teks pada masing-masing ikon Perangkat Daerah

yang dilaksanakan oleh Administrator Pusat aplikasi !SIGeRa dan oleh

operator aplikasi lSIGeRa pada Perangkat Daerah;

d. Hasil input data akan dicek kembali oleh pihak yang berkompeten dan

berwenang dalam memastikan keabsahan data yang telah di input; dan

e. Aplikasi !SIGeRa siap dan telah terinput data geospasial tematik dapat

diakses publik melalui website http:/ / sigera.baritoselatankab.go.id.

dengan terlebih dahulu login dan menyetujui persyaratan yang telah

ditentukan.

Jadwal

Pasal 17

(1) Jadwal penginputan data melalui aplikasi !SIGeRa dilaksanakan setelah

aplikasi dinyatakan siap oleh Tim Teknis yang dinyatakan melalui Surat

Pemberitahuan Kepala Badan.

(2) Sebelum data diinput pada aplikasi !SIGeRa terlebih dahulu telah melalui

proses verfikasi.
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Paragmf3

Proaea Veriflkasl data

Proses verfikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan

sebelum Penginputan data pada aplikasi S/Gefin, dengan tata cara sebagai

berikut:

a. Pengelola Internal Aplikasi lSIGeRa pada Perangkat Daerah/Kecamatan/

Kelurahan/ Unit Pelaksana Teknis melakukan persiapan dan pengecekan

data yang akan diinput;

b .

c .

d .

Administrator Aplikasi !SIGeRa pada Perangkat Daerah/Kecamatan/

Kelurahan / Unit Pelaksana Teknis melakukan konsultasi dengan

penanggungjawab dan Pengarah;

Atas hasil konsultasi tersebut pada pointb diatas Administrator Aplikasi

SíGefin melakukan sinkronisasi dengan Administrator pusat SíGeRn di

Badan; dan

Setelah melakukan sinkronisasi Administrator pusat SIGeRa maka

Administrator Aplikasi SIGeRa Perangkat Daerah/Kecamatan/ Kelurahan

/ Unit Pelaksana Teknis dapat memerintahkan Operador aplikasi !SICIeRa

masing-masing untuk melakukan input IGD dan IGT pada Aplikasi

!SIGeRa.

Bagian Kedua

Proses lnput, penyimpanan dan pengamanan

ampllm

PasaIl9

Tampilan pada Aplikasi !SIGeRa terdiri dari:

a. Halaman depan, merupakan halaman utama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1ö hurufb yang memuat informasi umum tentang:

1. Kebijakan Satu Peta;

2. Kegiatan Tim Kebijakan Satu Peta;

3. Dokumen Strategis Geoportal Kebijakan Satu Peta; dan

4. Peta Analog.

b. Halaman belakang, merupakan halaman inti yang memuat Informasi

tentang:

1. Tampilan peta (ınapvieuıe} yang memiliki IGT;

2. Tampilan WebGIS yang berisi data-data digital Shapefıle untuk

tampilan layout IGT sesuai dengan pengampu IGD dan IGD dasar;

3. Tampilannya adalah sebagai berikut:

a) Batas6 Kecamatan Indikatif Area;

b) Batas 86 Desa7 Kelurahan Indikatif Area;

c) Batas Kabupaten Area;

d) Batas Kabupaten Point;

e) Garis Batas6 Kecamatan Indikatif;

f} Garis Batas 86 Desa7 Kelurahan Indikatif;
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ÿ)
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mm)

nn)
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rr)

ss)

tt)

uu)

vv)
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g) Garis Batas Kabupaten;

h) Kampung 93Desa/Kelurahan dan 39 Dusun/Persiapan Point;

3000 Sebaran Jamban Terapung;

57 Desa Pamsimas Terbangun;

k) Badan Air;

Fungsi Kawasan Hutan SK.6ö27 Tahun 2021;

n) Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha

(PIPPIB) SK. 1629 P1 2022;

o) TORA SK.604 Tahun 2019;

p) 117 Permukiman Rawan Bencana Cuaca Ekstrim Area;

83 Permukiman Rawan Bencana Banjir Area;

r) 83 Permukiman Rawan Bencana Longsor Area;

s) Rawan Bencana Banjir (Badan Informasi Geospasial);

Rawan Bencana Gerakan Tanah (Badan Informasi

Geospasiall;

u) 67 Lokasi Menara Telekomunikasi;

v) 133 Lokasi Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK);

w) 163 Lokasi Sekolah Dasar Negeri (SD};

x) 2 Lokasi Sekolah Tinggi;

y) 27 Lokasi Madrasah;

z) 29 Lokasi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK};

aa) 48 Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP);

bb) 141 Lokasi Sarana Fasilitas Kesehatan;

cc) 309 Fasilitas Perkantoran Pemerintah Daerah dan Pemerintah

Desa;

Sebaran Penduduk;

27 Lokasi Pariwieata;

59 Lokasi Pasar;

1ò0 Rumah Ibadah Gereja;

26 Rumah Ibadah Balai Basarah;

98 Rumah Ibadah Masjid;

Aksesoris Pipa Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM);

Intake Pipa Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM);

Jaringan Distribusi Pembagi Pipa Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM);

Jaringan Distribusi Utama Rpa Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM);

Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Tirta Barito;

1 Jalan Arteri Primer;

125 Jalan Lokal Primer;

15 Lokasi Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik Terpusat;

158 Septik Individual Pabrikasi SR;

340 Jembatan SK Bupati 538 Tahu 2013;

430 Sebaran Jembatan Barito Selatan;

45 Jalan Lokal Sekunder;

6 Jalan Kolektor PrimerK 1=2 K3=4;
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6 Jalan Kolektor Sekunder;

Cakupan Pelayanan AirLimbah;

Cakupan Pelayanan AirMinum;

Cakupan Pelayanan Persampahan;

Kawasan Rawan Air;

Pola Ruang Peraturan Daerah4 Tahun 2014;

Erosi;

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam

(IUPHHK HA);

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

Industri (IUPHHK HTI);

Lahan Kritis;

Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung {KPHL)

Unit IX;

Wilayah Keria Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Barito Hilir;

Kampung diWilayah Kecamatan Dusun Selatan;

Wilayah Kecamatan Dusun Selatan;

Wilayah Desa Kecamatan Dusun Selatan;

Kampung diWilayah Kecamatan Dusun Utara;

Wilayah Kecamatan Dusun Utara;

Wilayah Desa Kecamatan Dusun Utara;

Kampung diWilayah Kecamatan Dusun Hilir;

Wilayah Kecamatan Dusun Hilir;

Wilayah Desa Kecamatan Dusun Hilir;

Kampung diWilayah Kecamatan Karau Kuala;

Wilayah Kecamatan Karau Kuala;

Wilayah Desa Kecamatan Karau Kuala;

Kampung diWilayah Kecamatan Jenamas;

Wilayah Kecamatan Jenamas;

Wilayah Desa Kecamatan Jenamas;

Kampung diWilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai;

Wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai;

Wilayah Desa Kecamatan Gunung Bintang Awai;

7 Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV;

Sebaran Infrastruktur Energi;

Profil Kabupaten 1;

Profil Kabupaten II;

1 Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

5 Lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduse, Recycle

(TPS3R);

hhhh) 7 Lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS);

iiii) Gambut Fungsi;

jjjj) Sebaran Ruang Terbuka Hijau;

kkkk) 4 Lokasi Bank Rakyat Indonesia (BRI);

HH) 10 Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit;

mmmm} 15.370 Hektar Sebaran Tanaman Pangan;
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2 Lokasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit;

43 Lokasi Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B) 5.802 Hektar;

7 Lokasi Kawasan Reservart;

7.655 Hektar Lahan Baku Sawah (LBS) Kementerian Agraria

dan Tata Ruang (ATR) SK 686 Tahun 2019;

1 Bandar Udara Sanggu;

2 Terminal Penumpang;

45 Terminal Khusus Batubara;

9 Pelabuhan;

505 Jalan Lingkungan Sekunder (Gang);

Kawasan Siap Bangun (KASIBAJ dan Lingkungan Siap Bangun

(LISIBA);

Kawasan Kumuh;

Kawasan Permukiman;

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara;

Persil Barito Selatan 29-07-2020;

Eks Transmigrasi; dan

Tampilan lain yang akan terus dikembangkan sesuai dengan

kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku.

Pazagza£2

Proaes tzzput IGD dazz IG‘T‘

Paeal 2O

Proses penginputan IGD dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

dilakukan dengan cara:

a. Untuk inptit Halam Depan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Login ke Aplikasi Sigera https:// sigera.baritoselatankab.go.id/ giadmin

dengan menggunakan Aktin/Pnssmord aplikasi SiGefin yang

bersangkutan.; dan

2. Sesudah ituklik pada Menu Manage xonten Web.

b. Untuk proses/mekanisme penginputan yang bersifat teknis akan

tuangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan

diterbitkan oleh Kepala Badan.

Pezsytmpazzazz dazz Pengamazzazz

Pasat 21

(1) Penyimpanan dan pengamanan IGD dan IGT dilakukan dengan

menempatkan IGD dan IGT pada tempat yang aman, tidak mudah rusak

atau hilang.

(2) Untuk menjamin ketersediaan IGD dan IGT, Administrator Pusat SIGeRa

wajib membuat duplikat yang sanna dengan yang tersedia pada aplikasi

SIGeRa.
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(31 Duplikat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dalam bentuk :sofIcopy

dan/atau Imrdcopg dan disimpan ditempat yang memenuhi standar

keamanan data.

(4} Duplikat IGD dan IGT dimaksud ayat (2) memiliki bentuk penyajian

meliputi:

a. Tebel informasi berkoordinat;

b. Peta cetak dalam bentuk lembaran atau buku atlas;

c. Peta digital;

d. Peta interaktif; dan/atau

e. Peta multimedia.

PEMBERIAN INHEHTIF DAN PEHGEMBAHGAH TEätNOLOGI

Bagian Pertama

Pendaiiaan

Pasal22

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan penghargaan kepada setiap

orang yang membangun, mengembangkan, mengelola dan orang yang

memberikan kontribusi terhadap pembuatan dan pengembangan Aplikasi

!SIGeRa.

(1) Pemberian insentif dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 dapat berupa

a. Pemberian Penghargaan;

b. Pemberian insentif;

c. Pemberian Kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia di

bidang perangkat lunak; dan

d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

(2) Pemeberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(U hurufa

dapat berupa piagam atau sertifikat.

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

diberikan sesuai standar pemberian honorarium yang diatur dalam

Peraturan Bupati yang mengatur tentang Besaran Honorarium di

Kabupaten Barito Selatan.

(4) Pemberian Kegiatan peningkatan sumber daya manusia dibidang

perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc berupa

pelatihan dan atau lokakarya.

(5) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat(U hurufd berupa penyediaan tempat penyimpanan

software dan hardware, pengembangan system jaringan internet,

pembelian perangkat computer dan penyediaan server.

(6) Penyediaan dan atau pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana

dimaksud ayat (5) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan dan

peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.
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Bagian Kodua

Paaal 24

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Pengembangan Teknologi

aplikasi !SIGeRa dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan kreteria

teknis yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

(2) Kriteria teknis dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya wajib memuat

ketentuan mengenai peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan alih

teknologi.

(3) Administrator Pusat aplikasi SIGeRa wajib memperhatikan:

a. Perkembangan teknologi nasional dan internasional;

b. Standar dan/atau spesifikasi teknis yang berlaku secara nasional

dan/atau internasional;

c. Mempelajari dan memperbaiki titik-titik lemah aplikasi SIGeRa yang

memungkinkan untuk dirusak oleh pihak-pihak lain; dan

d. Selalu mengikuti perkembangan mengenai peraturan dan ketentuan

tentang kebijakan satu peta Indonesia.

PERDANAAN

Pasat 25

(1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pendanaan untuk

pengembangan dan pembangunan Apliasi HI leRa melalui

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber pendanaan lain yang satt dan tidak mengikat.

(2) Sumber pendanaan lain yang satt dan tidak mengikat dimaksud pada ayat

(1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi dan atau dari sumber

pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perudang-

undangan yang berlaku.

BAB VI

PBÄIEBIXAAN DAN PBXGA9fASAX

Baglazz Xesatu

Pemblnaazz

Pasal26

(1) Pembinaan kepada Pengelola Aplikasi !SIGeRa dapat dilakukan melalui

pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan.

(2) Pembinaan kepada Pengguna Aplikasi SIGeRa dapat dilakukan melalui:

a. sosialisasi keberadaan Aplikasi SIGeRa beserta kemungkinan

pemanfaatannya; dan/atau

b. pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan Aplikasi İSI eRa.
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(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,dapat dilakukan

melalui

a. publikasi di media cetak, media sosial dan elektronik;

b. pameran;

c. lokakarya; dan/atau

d. sosialisasi lainnya.

(4) Sosialisasi tersebut pada ayat (3), dilaksanakan dan atau diselenggarakan

oleh Badan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya.

(1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi lSIGeRa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertindak sebagai pengawas dalam

pelaksanaan dan penginputan pada aplikasi SîGefin.

(2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi !SIGeRa dalam melaksanakan

tugas pengawasan bertangungjawab dan senantiasa melaporkan kepada

Kepala Badan.

Pelapozazz

Pasal 28

(1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi SIGeRa sebagaimana

dimaksud dalam Paeal 27 ayat {2} secara berkala memberikan laporan

kepada Kepala Badan.

(2) Pedoman teknis, format dan waktu pembuatan laporan lebih lanjut

tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan

diterbitkan oleh Kepala Badan.

(1) Laporan yang disampaikan oleh Tim Teknis dan Tim Pendamping

aplikasi SJGefin kepada Kepala Badan digunakan sebagai bahan evaluasi

terhadap pelaksanaan dan pengembangan aplikasi SJGefin.

(2) Evaluasi dilakukan oleh Kepala Badan melalui rapat dan koordinasi dan

dapat melibatkan pihak terkait yang berhubungan dengan

pengembangan, peningkatan dan pemutakhiran aplikasi.
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Panal 30

(1) Data yang digunakan untuk peta dalam aplikasi Alicia dari Kebijakan

Satu Peta.

(2) Dalam rangka pemanfaatan portal Aplikasi SIGeRa untuk seluruh

perangkat daerah yang eecara teknis menggunakan peta, agar

menggunakan peta yang bersumber dari Aplikasi SIGeRa.

(3) Untuk kepentingan pengedalian, monitoring dan evaluasi data spasial

yang masuk dari perangkat daerah Weteria apa saja yang digunakan oleh

tiap perangkat daerah dalam aplikasi SJGeRn selanjutnya eecara teknis

akan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOPI yang akan

diterbitkan oleh Kepala Badan.

Pteat3l

Peraturan Bupati intmulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat merigetahuiriya, me gq-intahkan pen ruJangari

Peraturan Bupati inidengan penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Barito Selatan.

Diundangkan diBuntok

pada tanggal 1 xaret 2023

BBRzz’A DAzRAo ZABUPA’z‘Bx BARIzo sBZA’z’AX TAMUA 2o23 WO OR 3


